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PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Moncok, pada tanggal 01 Juli 1996 (umur 24 Tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Jalan KOTA MATARAM, sebagai : Penggugat

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 05 Agustus 1997 (umur 23 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember

2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/
2020/ PA Mtr. tanggal 08 Desember 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota

Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: /

048/1X/2018, tertanggal 19 September 2018;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan
Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di KOTA MATARAM selama
kurang lebih 2 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang
Anak bernama: ANAK, Laki-Laki, Umur 1 tahun (Mataram, 04 Agustus
2019);

4, Bahwa sejak September 2019 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain;

a. Tergugat jarang peduli kepada Penggugat;
b. Tergugat jarang memberikan nafkah  kepada
Penggugat;
C. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada
Penggugat;
d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat

dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat
sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi
hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinabh,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat
kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya
tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah
pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma
Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.Syarifuddin,M.H., dengan laporan
mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka
penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi
yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi
dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat,
Nomor; Pjrkk / XIlI / 2020, tanggal 07 Desember 2020, yang
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dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan
Pajerakan Karya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen,
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : /048/1X/2018,
tertanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah
diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti
P.2);

B.Saksi :

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami-isteri yang menikah sah pada tahun 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kebun Bawak
Tengah, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, sejak bulan September 2019, ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan
karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat jarang
memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-
marah kepada Penggugat tanpa alas an dan Tergugat sering
memukul Penggugat (KDRT) dan pada bulan Agustus 2020 kembali
terjadi pertengkaran lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,
dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula
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antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga
saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar
langsung curhat dari Penggugat dan pernah juga melihat sendiri
mereka bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini
sudah lebih kurang 5 bulan, berturut-turut Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada
hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit
untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba
merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi sebagai Paman dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami-isteri yang menikah sah pada tahun 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tua Tergugat di lingkungan Kebun Bawak
Tengah, Kebun Sari, Ampenan Kota Mataram, kurang lebih 2 tahun

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, sejak bulan September tahun 2019,
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini
disebabkan karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat,
Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat
sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan dan Tergugat
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sering memukul Penggugat (KDRT) dan pada bulan Agustus 2020
kembali terjadi pertengkaran lagi, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat, dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat
itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar
langsung curhat dari Penggugat dan pernah melihat sendiri mereka
bertengkar dan melihat juga Penggugat dipukul oleh suaminya
sampai tiga kali dan terakhir dirumah saksi sendiri;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020, hingga saat
ini sudah lebih kurang 5 bulan, berturut-turut Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah
tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi
sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba
merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak
mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan
kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon
putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
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26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud
Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis
hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan
sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator
Drs.Syarifuddin,.M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan
dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan
Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
Tergugat kurang peduli kepada penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alas an kepada
Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena pada siding lanjutan
Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulisyaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat,
Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara
formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan, yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal
Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(Volledig enBindende
Bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19
September 2018, di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende
Bewijskracht);

2. Penillaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar
sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri
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atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti fakta
kejadian/peristiwa sebagai berikut:;

> Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 19 September 2018 yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

> Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai 1 orang anak;

> Bahwa sejak bulan September tahun 2019, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara
Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal ini
disebabkan karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-
marah kepada Penggugat tanpa alasan dan Tergugat sering memukul
Penggugat (KDRT) dan pada bulan Agustus 2020 kembali terjadi
pertengkaran lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang
kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah
lahir dan bathin dari Tergugat;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh
pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan

Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut
di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram
sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama
Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai
subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a quo dan menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan
Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah (broken married) dan sudah tidak dapat dipersatukan
lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon
agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang
lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu

mempertimbangkan petitum lainnya ;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon
agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

> Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

> Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami
istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

> Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus
menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 5
bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga
tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduapun telah
terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun
1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1
Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka
unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-
Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan :

lgsd gais 22s ply ezl 8Ll Colniai gz GMal pllai pMw)l L] 289
olizo JLraiwl 0Y o, 1t 0o buse closll aall ear cuzg alo Vs wlas
alasll zg, ol plls [3ag 5ol Hzudl uzg il 2ol e oSy 0l

Artinya :" Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau
suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal
22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan
agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara
perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage). Oleh karena itu,
tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang
menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang
terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat danTergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab
pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar
belakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat
yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 5 bulan yang
lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak
pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hokum
tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379
K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan
rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis
Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan
tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
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haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu
pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit
kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis
Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun
lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in
shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu
ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan — pertimbangan
tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum
dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), MajelisHakim
mempertimbangkan bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang
sungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi , bertepatan dengan
tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad
sebagai ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni,S.H.. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H.Abidin H.Achmad,S.H. Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni,S.H.
Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan :Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 12.000,00
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Jumlah Rp.422.000,00

( empat ratus dua puluh dua ribu rupiah );

Mataram,
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



